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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan pada penelitian 

hukum ini, yaitu : 

Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 terhadap 

pelaku tindak pidana pencurian masih belum efektif terlaksana. Pada 

prakteknya pelaku tindak pidana pencurian masih ditahan dan diproses dengan 

menggunakan Pasal 364 KUHP tentang tindak pidana pencurian ringan. Hal 

ini dapat dilihat dari data kasus yang ada pada penulis dari Pengadilan Negeri 

Yogayakarta, diantaranya ada kasus pencurian 30 bungkus rokok yang 

dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pencurian 1 buah helm 

merk INK yang pelaku dijatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. 

Bahwa tidak efektinya terlaksana Perma ini dikarenakan atas 

kurangnya koordinasi penegak hukum, khususnya antara penyidik dengan 

penuntut umum hal ini yang dikatakan bapak bambang selaku hakim di 

Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada penulis. Selain itu juga ada nilai positif 

dan negatifnya buat mejalankan Perma ini, positifnya biaya beban 

Negara/Anggaran pemeliharaan napi tidak membengkak dan napi lebih dijaga 
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atau dipelihara sedangkan negatifnya apabila pelaku tidak dilakukan 

penahanan maka susah untuk melaksanakan proses persidangan, diduga 

pelaku bisa saja melarikan diri. 

 

B. Saran 

Berkaitan dengan kesimpulan di atas maka saran yang diberikan: 

1. Pada prinsipnya Perma No 2 Tahun 2012 tidak ditujukan kepada seluruh 

tindak pidana, tetapi hanya pada tindak pidana ringan. Oleh sebab itu 

penulis menyarankan perlu juga disejalankan dengan upaya pencerdasan 

publik akan mengenai tindak pidana ringan khususnya terhadap tindak 

pidana pencurian. 

2. Perlu adanya hubungan yang lebih baik lagi diantara penegak hukum yang 

berwenang melaksanakan Perma ini agar penerapannya bisa lebih efektif 

lagi dibandingkan saat ini. Koordinasiaan antara penyidik dan penuntut 

umum harus lebih harmonis lagi, kalau perlu dibuat suatu lembaga yang 

berfungsi sebagai tim pengawas untuk dalam penerapan Peraturan 

Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012. 

3. Apabila kelak Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 ini sudah 

berjalan dengan efektif, perlu dipertimbangkan juga apa yang menjadi hak 

korban. Tentunya harus diseimbangkan dengan persetujuan korban, agar 

tidak hilangnya hak korban tersebut.  
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